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ABSTRAK 
 

 

Kebijakan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terlambat membayar 

pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang bertujuan untuk agar wajib pajak 

dapat lebih tepat waktu di dalam membayar pajak, sehingga sanksi administratif tidak 

dikenakan pada wajib pajak. Namun pada kenyataannya di wilayah Kabupaten 

Semarang masih terdapat banyak wilayah – wilayah yang menunggak pembayaran 

pajaknya. 
 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif, dan metode 

kualitatif hukum.Objek penelitian adalah penagihan pajak bumi dan bangunan dan 

penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten 

Semarang. Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang. 
 

Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, peraturan 

pengenaan pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Semarang, kedua upaya 

penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Semarang, dan yang ketiga sanksi administratif Pemerintah Kabupaten Semarang. 

Pemerintah selalu berupaya agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat memnui 

target APBD, sehingga berbagai upaya telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sanksi 

administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang terlambat 

membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi administratif yang ditetapkan 

berdasarkan atas Peraturan dalam masing – masing Daerah. Begitupula Pemerintah 

Kabupaten Semarang dalam menerapkan sanksi administratif didasarkan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. Upaya yang telah diterapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan 

bangunan adalah dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak Instansi Desa 

yang bersangkutan untuk membahas mengenai pencapaian pajak bumi dan bangunan 

diwilayahnya, memberikan reward pada pihak Instansi Desa yang dapat mencapai 

target pencapaian pajak bumi dan bangunan, menunjuk bank yang dicantumkan 

dalam lembar SPPT dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak bumi dan bangunan. 
 

Kata Kunci : kebijakan sanksi adminitratif, pajak bumi dan bangunan 

Kabupaten Semarang. 
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